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PERNYATAAN TELAH DIREVIU 

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT SURABAYA 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat 

Surabaya (Kode Satker: 690783) berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2025, Laporan 

Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas 

Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua 

informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Balai Besar 

Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya. 

Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan 

prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh 

lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan 

terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu. 

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat perbedaan yang menyajikan kami yakin bahwa laporan 

keuangan yang kami sebutkan di atas telah disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah 

pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun 

dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan 

yang transparan, akurat dan akuntabel. 

 

Surabaya, 12 Januari 2026 
Ketua Satuan Pemeriksaan Intern 

 
Aris Wiji Utami, S.Si, M.Kes  
NIP. 197403301994032002 
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 RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN 

Laporan Keuangan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya  

Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan 

pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 

 
 
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran 

dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja 

selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. 

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan 

Negara Bukan Pajak sebesar Rp31.538.810.516 atau mencapai 114,63 persen dari 

estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp27.512.629.000.  

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2025 adalah sebesar 

Rp47.684.449.956 atau 85,75 persen dari alokasi anggaran sebesar 

Rp55.401.071.000. 

2. NERACA 

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan 

ekuitas  pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan 

disajikan sebesar Rp73.033.462.260 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar 

Rp19.452.036.967, Aset Tetap (neto) sebesar Rp53.430.007.594 dan Aset Lainnya 

(neto) sebesar Rp151.417.699. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar     

Rp92.331.374 dan Rp72.941.130.886. 

3. LAPORAN OPERASIONAL 

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, 

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, 

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan  surplus/defisit-LO, yang 

diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai 

dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp30.948.642.629, sedangkan jumlah 

beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp61.011.323.226 sehingga 

terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(30.062.680.597). Surplus/defisit 
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dari kegiatan non operasional sebesar Rp356.544.763 sehingga entitas mengalami 

defisit-LO sebesar Rp(29.706.135.834). 

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas 

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal               

1 Januari 2025 adalah sebesar Rp79.515.823.350 ditambah defisit-LO sebesar  

Rp(29.706.135.834), koreksi nilai aset tetap non revaluasi Rp292.240.621, koreksi 

lain-lain senilai Rp0, koreksi atas reklasifikasi Rp0 dan Transaksi Antar Entitas 

sebesar Rp22.839.202.749 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 

adalah senilai Rp72.941.130.886. 

 
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan 

atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. 

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan 

dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan 

keuangan. 

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. 

Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 

Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual. 
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I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT SURABAYA 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 
DAN 31 DESEMBER 2024 

 
 

(Dalam Rupiah) 

31 Des 2024 (audited)
ANGGARAN REALISASI REALISASI

PENDAPATAN  
   Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 27.512.629.000               31.538.810.516               114,63 27.592.759.977                     

                   JUMLAH PENDAPATAN 27.512.629.000              31.538.810.516              114,63 27.592.759.977                     

BELANJA B.2.
   Belanja Operasi 
      Belanja Pegawai B.3 12.982.459.000               11.007.319.852               84,79 13.983.017.034                     
      Belanja Barang B.4 42.418.612.000               36.677.130.104               86,46 46.402.418.716                     
       Jumlah Belanja Operasi 55.401.071.000              47.684.449.956              86,07 60.385.435.750                     

   Belanja Modal 
      Belanja Peralatan dan Mesin B.5 206.649.000                    -                                         0,00 1.167.897.475                       
       Jumlah Belanja Operasi 206.649.000                    -                                         0,00 1.167.897.475                       

         JUMLAH BELANJA  55.607.720.000              47.684.449.956              85,75 61.553.333.225                     

% thd AnggCATATANURAIAN
31 Des 2025

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Laporan Keuangan 
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II. NERACA  

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT SURABAYA 
NERACA  

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 
(Dalam Rupiah) 

CATATAN 31 DES 2025 31 DES 2024 (Audited)

Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 -                                       -                                         
Kas pada Badan Layanan Umum C.2 12.368.068.214             8.660.226.994                 
Piutang Bukan Pajak C.3 -                                       -                                         
     Piutang bukan pajak (Netto) -                                       -                                         
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum C.4 127.108.000                  116.081.000                    
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari keg. BLU C.5 (635.540)                         (580.405)                           
     Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto) 126.472.460                  115.500.595                    
Persediaan C.6 6.957.496.293               8.196.359.730                 
Jumlah Aset Lancar 19.452.036.967            16.972.087.319              

Tanah C.7 3.128.964.000               3.128.964.000                 
Peralatan dan Mesin C.8 140.653.828.617          140.981.421.799            
Gedung dan Bangunan C.9 36.318.616.301             36.348.468.811               
Jalan Irigasi dan Jaringan C.10 563.248.000                  563.248.000                    
Aset tetap lainnya C.11 9.882.800                       9.882.800                         
Akumulasi Penyusutan C.12 (127.244.532.124)         (118.917.666.574)           
Jumlah Aset Tetap 53.430.007.594            62.114.318.836              

ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud C.13 2.300.192.500               2.300.192.500                 
Aset Lain-Lain C.14 1.285.470.638               7.945.262.668                 
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya C.15 (3.434.245.439)             (9.714.635.682)               
Jumlah Aset Lainnya 151.417.699                  530.819.486                    

JUMLAH ASET 73.033.462.260            79.617.225.641              

Uang Muka dari KPPN C.16 -                                       -                                         
Utang yang Belum Ditagihkan C.17 -                                       -                                         
Utang kepada Pihak Ketiga C.18 92.331.374                    101.402.291                    
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 92.331.374                    101.402.291                    

92.331.374                    101.402.291                    

Ekuitas C.19 72.941.130.886             79.515.823.350               
JUMLAH EKUITAS 72.941.130.886             79.515.823.350               

73.033.462.260            79.617.225.641              JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

URAIAN

EKUITAS

ASET

ASET TETAP

ASET LANCAR

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN

 
 
 
 
 
 
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Laporan Keuangan 
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III. LAPORAN OPERASIONAL  

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT SURABAYA 
LAPORAN OPERASIONAL  

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 
DAN 31 DESEMBER 2024 

   (Dalam Rupiah) 

 
 
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Laporan Keuangan 

D.1
Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi 3.943.398                   
Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan -                                    3.279.466                  
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 30.029.675.906         26.946.758.312        
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari entitas 
pemerintah pusat dalam satu K/L 459.345.000              342.690.000             
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas 
Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang 
membawahi BLU 2.310.000                   -                                   
Pendapatan Lain-lain BLU 71.144.000                
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 309.485.825              227.710.165             
Pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan 61.200.000                 38.700.000                
Pendapatan BLU lainnya dari sewa peralatan dan mesin 82.682.500                 30.840.000                
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 74.214                        
Pendapatan anggaran lain-lain -                                    29.820                        

30.948.642.629        27.661.225.977       

Beban Pegawai D.2 26.248.014.524         27.523.624.767        
Beban Persediaan D.3 17.047.082.565         20.435.403.241        
Beban Barang dan Jasa D.4 7.223.537.131           10.255.146.550        
Beban Pemeliharaan D.5 511.642.386              3.780.781.671          
Beban Perjalanan Dinas D.6 768.195.459              1.724.892.496          
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.7 9.212.796.026           10.809.115.063        
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.8 55.135                         580.405                     

61.011.323.226        74.529.544.193       
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (30.062.680.597)       (46.868.318.216)      

D.9
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 473.627.000              -                                   
Beban Pelepasan Aset Non lancar 214.797.614              -                                   
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR 258.829.386              -                                   
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 97.715.377                 330.000                     
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -                                    -                                   
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA 97.715.377                 330.000                     
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 356.544.763              330.000                     

Beban Luar Biasa -                                    -
SURPLUS/DEFISIT LO (29.706.135.834)       (46.867.988.216)      

31 Des 2025
31 Des 2024 
(Unaudited)

CATATAN

BEBAN

JUMLAH BEBAN

URAIAN

KEGIATAN NON OPERASIONAL

POS LUAR BIASA

KEGIATAN OPERASIONAL

JUMLAH PENDAPATAN 

PENDAPATAN  
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IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT SURABAYA 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

UNTUK PERIODE YG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 
DAN 31 DESEMBER 2024 

(Dalam Rupiah) 

CATATAN 31 DES 2025
31 DES 2024 

(Audited)
EKUITAS AWAL E.1 79.515.823.350       -                                    
SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (29.706.135.834)      (46.867.988.216)        

E.3
292.240.621             236.425                       

PENYESUAIAN NILAI ASET E.3.1 -                                  -                                    
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN E.3.2 -                                  -                                    
SELISIH REVALUASI ASET TETAP E.3.3 -                                  -                                    
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI E.3.4 292.240.621             -                                    
KOREKSI LAIN-LAIN E.3.5 -                                  236.425                       
SELISIH ATAS REKLASIFIKASI E.3.6

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.4 22.839.202.749       126.383.575.141       
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS E.5 (6.574.692.464)        79.515.823.350         

E.6 72.941.130.886       79.515.823.350         

URAIAN

EKUITAS AKHIR

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI 
EKUITAS DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN 
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`   

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Laporan Keuangan 
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 A.  PENJELASAN UMUM 

 A.1. Profil dan Kebijakan Balai Besar Laboratorium Kesehatan 

Masyarakat Surabaya  
Dasar Hukum 

Entitas dan 

Rencana 

Strategis 

 

Dasar hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian 

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. 

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian 

Negara/Lembaga. 

9. Peraturan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor 

HK.02.03/I/4001/2014 tentang Pedoman Piutang Badan Layanan Umum 

Rumah Sakit atau Balai. 

10. PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan 

Umum. 

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2024 

tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan 

Umum. 

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya merupakan Unit 

Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian 

Kesehatan RI di bidang laboratorium kesehatan. Laboratorium kesehatan 

masyarakat sebagai salah satu mata rantai pelayanan kesehatan mempunyai 

peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui 

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
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pelaksanaan pelayanan laboratorium serta pemberian bimbingan teknis di 

bidang laboratorium kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai 

Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya mempunyai fungsi 

pelayanan laboratorium, pemantapan mutu, pelaksanaan bimbingan teknis, 

sistem rujukan, jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan 

serta pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi umum. 

Seluruh kegiatan tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 

2023, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang 

Laboratorium Kesehatan Masyarakat.  

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012 tanggal 28 

Agustus 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 

2005 tentang PK-BLU (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171), maka 

organisasi dan tata kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat 

Surabaya mulai berpedoman pada peraturan tersebut dengan subsidi dari 

pemerintah yang masih diterima untuk membiayai kegiatan investasi dan 

kegiatan operasional. 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237 Tahun 

2024 tanggal 30 Mei 2024 Tentang Penetapan Balai Besar Laboratorium 

Kesehatan Masyarakat Surabaya sebagai Instansi Pemerintah yang 

Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 

A. Visi, Misi dan Nilai Dasar Balai Besar Laboratorium Kesehatan 

Masyarakat Surabaya 

Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas pada periode 2025-

2029 menjabarkan misi Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan 

transformasi layanan kesehatan primer. Balai Besar Laboratorium 

Kesehatan Masyarakat Surabaya yang selanjutnya dalam dokumen ini 

disebut sebagai BB Labkesmas Surabaya mendukung misi Direktorat 

Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, terutama misi ke-4 yaitu 

“Penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat”, melalui visi misi 

sebagai berikut: 

1. Visi 

“Menjadi laboratorium kesehatan masyarakat yang unggul, responsif, 
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inovatif dan berdaya saing global untuk mewujudkan masyarakat yang 

sehat” 

Definisi Operasional dari kata kunci Visi BB Labkesmas Surabaya 

adalah sebagai berikut: 

a. Unggul 

Laboratorium terbaik dalam bidangnya yang memiliki kemampuan 

dan standar yang lebih baik dibanding laboratorium lainnya 

b. Responsif  

Laboratorium merespon kebutuhan pelanggan, mengelola situasi 

darurat secara cepat, dan peka terhadap peluang. 

c. Inovatif   

Menerapkan dan mengembangkan teknologi dan metode baru 

d. Berdaya Saing Global  

Memiliki kemampuan dan kualitas layanan yang setara 

laboratorium tingkat internasional 

e. Masyarakat Sehat  

Mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat melalui 

pemeriksaan laboratorium yang komprehensif. 

 

2. Misi 

a. Menyediakan dan melaksanakan pelayanan Laboratorium 

Kesehatan Masyarakat yang berstandar internasional (Unggul dan 

Berdaya Saing Global). 

b. Melaksanakan dan memperkuat surveilans penyakit dan faktor 

risiko kesehatan berbasis laboratorium (Responsif). 

c. Membangun jejaring dan kemitraan penyedia fasilitas kesehatan 

masyarakat yang berkesinambungan di tingkat nasional dan global 

(Responsif). 

d. Mengembangkan inovasi dan mengoptimalkan penggunaan 

teknologi tepat guna dalam pelaksanaan program dan pelayanan 

laboratorium kesehatan masyarakat (inovatif). 

e. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk 

memberikan pelayanan unggul dan berkelanjutan (Unggul dan 

Berdaya Saing Global). 
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Dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Kesehatan, 

BB Labkesmas Surabaya sebagai salah satu instansi penunjang 

kesehatan masyarakat berupaya menjadi laboratorium unggulan yang 

terus berinovasi untuk mempermudah akses pemeriksaan 

laboratorium kesehatan yang berkualitas, dan berdaya saing global, 

serta responsif terhadap masalah kesehatan masyarakat dan/atau 

lingkungan terutama respon terhadap Kejadian Luar Biasa sehingga 

dapat mendukung tercapainya ketahanan nasional dalam sektor 

kesehatan. 

 

3. Nilai Dasar 

Nilai dasar pada BB Labkesmas Surabaya adalah “CERMAT” yang 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Cepat : Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan 

segera 

Efisien : Menyelenggarakan pelayanan yang tepat waktu dan 

tepat biaya 

Ramah : Memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tutur 

kata halus, senyum, salam, sapa 

Modern : Menjadi laboratorium kesehatan yang selalu mengikuti 

perkembangan teknologi 

Akurat : Menyelenggarakan pelayanan dengan benar dan tepat 

Transparan : Menyediakan informasi pelayanan yang mudah diakses 

oleh Masyarakat 

 

4. Tugas dan Fungsi BB Labkesmas Surabaya 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang 

Laboratorium Kesehatan Masyarakat, tugas dan fungsi BB Labkesmas 

Surabaya antara lain: 

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran 

b. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan 

c. Pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium 

d. Analisis masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan 

e. Pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna 

f. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini 
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untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana 

lainnya 

g. Pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium kesehatan 

h. Pengelolaan biorepositori 

i. Pelaksanaan bimbingan teknis 

j. Pelaksanaan sistem rujukan laboratorium 

k. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan 

l. Pengelolaan data dan informasi 

m. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

n. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Labkesmas.   

 

BB Labkesmas Surabaya merupakan satuan kerja yang menerapkan pola 

pengelolaan keuangan BLU sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 237 Tahun 2024 tentang Penetapan Balai Besar Biomedis 

dan Genomika Kesehatan Jakarta, Balai Besar Laboratorium Kesehatan 

Masyarakat Palembang, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat 

Makassar, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya, dan 

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta Pada Kementerian 

Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum. 

B. Target Rencana Strategis Bisnis BB Labkesmas Surabaya Tahun 

2025 – 2029 

Penyusunan Rencana Strategis Bisnis BB Labkesmas Surabaya sebagai 

panduan dalam menentukan arah strategis dan program prioritas selama 

periode 2025-2029 yang sejalan dengan Program Kementerian 

Kesehatan. 

Penyusunan Rencana Strategis Bisnis akan membantu BB Labkesmas 

Surabaya dalam menyusun peta dan rencana aksi strategis untuk 

mewujudkan visi dan misi, tujuan strategis, serta sasaran strategis. 

1. Tujuan Strategis 

a. Terciptanya citra positif BB Labkesmas Surabaya yang berdaya 

saing global 

b. Meningkatnya kepercayaan (loyalitas dan kepuasan) Masyarakat 

kepada BB Labkesmas Surabaya 

c. Tersedianya layanan laboratorium yang beragam sesuai 
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kebutuhan Masyarakat 

d. Meningkatnya mutu layanan dan produk BB Labkesmas Surabaya 

e. Terciptanya kemitraan yang kuat antar instansi dan Lembaga 

f. Meningkatnya surveilans dan respon cepat penanganan kejadian 

luar biasa di wilayah binaan BB Labkesmas Surabaya 

2. Sasaran Strategis 

a. Menciptakan Good Corporate Governance  

b. Meningkatkan profesionalisme SDM yang berorientasi kepada 

pelanggan BB Labkesmas Surabaya  

c. Meningkatkan tingkat kesehatan organisasi (operasional dan 

keuangan)  

d. Meningkatkan kinerja customer service khususnya 

penyelesaian keluhan dari pelanggan  

e. Meningkatkan inovasi dan kreatifitas SDM BB Labkesmas 

Surabaya  

f. Mempertahankan dan meningkatkan nilai akreditasi, sertifikasi, 

dan ruang lingkup  

g. Meningkatkan mutu layanan 

h. Meningkatkan jejaring dan kerjasama antar mitra potensial 

tingkat nasional dan internasional 

i. Mengelola budaya organisasi BB Labkesmas Surabaya 

(CERMAT) secara bertahap 

j. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya 

(resources) pada program surveilans dan respon cepat 

penanganan KLB 

k. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam 

penanganan KLB 

 

 

Pendekatan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

 

A.2.  Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup 

seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Laboratorium 

Kesehatan Masyarakat Surabaya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui 

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi terintegrasi 

dari Kementerian Keuangan untuk mengelola seluruh siklus keuangan negara 

secara digital di Satuan Kerja (Satker), menggabungkan modul perencanaan, 

pelaksanaan (komitmen, bendahara, pembayaran, aset, persediaan), hingga 
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pelaporan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 

akuntabilitas melalui konsep single database dan single entry point. 

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang 

digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN 

untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan 

hingga pertanggungjawaban anggaran. 

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada, mempunyai fungsi 

utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban 

anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi 

SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian 

Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan 

dilakukan secara sistem elektronik. 

 

Basis Akuntansi 
A.3. Basis Akuntansi  

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya menerapkan 

basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, 

dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan 

penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi 

yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi 

dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas 

diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang 

yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau 

setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  

 

 

Dasar 

Pengukuran  

A.4. Dasar Pengukuran   

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan 

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang 

diterapkan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya dalam 

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan 

nilai perolehan historis.  

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau 

sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset 
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tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang 

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. 

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. 

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan 

dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

 

 

Kebijakan 

Akuntansi 

A.5. Kebijakan Akuntansi   

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025  telah mengacu 

pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi 

merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, 

dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang 

diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang 

ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan R.I. yang merupakan entitas 

pelaporan dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya. 

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah 

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. 

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam 

penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Laboratorium Kesehatan 

Masyarakat Surabaya adalah sebagai berikut: 

 

Pendapatan-

LRA 

 

(1) Pendapatan- LRA 

 Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum 

Negara (KUN). 

 Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, 

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat 

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

 Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 

 
 

Pendapatan-LO 

 

(2) Pendapatan- LO 

 Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai 

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan 

dan tidak perlu dibayar kembali. 

 Pendapatan-LO diakui pada saat  timbulnya hak  atas pendapatan 

dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber 
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daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Balai 

Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya adalah sebagai berikut: 

o Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Saikt diakui setelah pelatihan 

selesai dilaksanakan 

o Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bamgunan diakui secara 

proporsional antara nilai dan periode waktu sewa. 

o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat 

keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. 

 Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu 

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah 

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

 Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 

 
 

Belanja 
(3) Belanja 

 Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening  Kas Umum Negara 

yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran 

yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 

oleh pemerintah. 

 Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  

 Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan 

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran 

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN). 

 Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan 

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  

 

Beban 

 

(4) Beban 

 Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.  

 Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi 

aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.   

 Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan 

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  
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Aset 

 

(5) Aset   

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka 

Panjang dan Aset Lainnya. 

Aset Lancar 

 
a. Aset Lancar 

 Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas 

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan 

kurs tengah BI pada tanggal neraca. 

 Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan 

sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito 

dicatat sebesar nilai nominal. 

 Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai beriut: 

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi 

apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan 

Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat 

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa 

yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah 

perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta 

jumlahnya bisa diukur dengan andal. 

 Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan 

(net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk 

penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas 

kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya 

penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan adalah 

sebagai berikut: 

 

 
Kualitas Piutang 

 
Uraian 

 

 
Penyisihan 

Lancar 
Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh 

tempo 
0.5% 

Kurang Lancar 
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat 

Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan 
10% 

Diragukan 
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat 

Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 
50% 
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Macet 

1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat 

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 
100% 

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia 

Urusan Piutang Negara/DJKN 

 

 

 Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 

yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca 

disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.  

 Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan inventarisasi 

fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: 

 harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; 

 harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; 

 harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh 

dengan cara lainnya.   

 

 

Aset Tetap 

 

b. Aset Tetap 

 Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh 

pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 1 tahun. 

 Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga 

wajar.  

 Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum 

kapitalisasi sebagai berikut: 

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan 

olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 

(tiga ratus ribu rupiah); 

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama 

dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); 

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum 

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali 

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap 

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak 

kesenian.  

 Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali 
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(revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik 

Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali 

Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa 

tanah, gedung dan bangunan serta jalan, jaringan dan irigasi berupa 

jalan,  jembatan dan bangunan air pada Kementerian 

Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang 

diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam lingkup 

obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga 

yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian 

dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, 

pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di 

lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian 

Keuangan. Berdasarkan pertimbnagan efisiensi anggaran dan waktu 

penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei 

lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah, dan tanpa survei 

lapangan untuk obyek penilaian kembali selain tanah. 

 Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 

terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan 

hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai aset tetap yang lebih 

akurat, andal dan wajar. 

 Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru 

dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset 

tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka 

selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan 

Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah 

dari nilai buku sebelumnya  maka selisih tersebut diakui sebagai 

pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan. 

 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional 

pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan 

jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin 

berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata 

ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi 

ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya. 

 Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, 
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dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan 

BMN/BMD. 

 

  

Penyusutan 

Aset Tetap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Penyusutan Aset Tetap 

 Penyusutan  aset  tetap  adalah  penyesuaian  nilai  sehubungan  

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. 

Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri 

Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.06/2014 tentang 

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas 

Pemerintah Pusat. 

 Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: 

a. Tanah 

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) 

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber 

sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah 

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan 

penghapusan. 

 Penghitungan  dan  pencatatan  Penyusutan  Aset  Tetap  dilakukan  

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. 

 Penyusutan  Aset  Tetap  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan 

dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. 

 Masa  Manfaat  Aset  Tetap  ditentukan  dengan  berpedoman  

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel 

Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara 

berupa Aset Tetap pada Entitas  Pemerintah  Pusat.  Secara  umum  

tabel  masa  manfaat adalah sebagai berikut:  

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat 

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun 

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun 

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun 

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun 

 

 



 
 
 

- 20 - 
 

 

Piutang Jangka 

Panjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aset Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Piutang Jangka Panjang 

 Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau 

akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. 

Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan 

Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti 

Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. 

 Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan 

nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. 

e. Aset Lainnya 

 Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, 

dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah 

Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo 

lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga 

(kemitraan), dan Kas yang dibatasi penggunaannya.  

 Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu 

sebesar harga perolehan setelah dikurangi amortisasi.  

 Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan 

metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan ATB dengan masa 

manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. 

 Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa 

Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Brang Milik Negara berupa Asset 

Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel 

masa manfaat adalah sebagai berikut: 

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat 

Software Komputer  4 

Franchise 5 

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, 

Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain 

Tata Letak Sirkuit Trpadu. 

10 

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten 

Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman 

Semusim. 

20 
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Kewajiban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekuitas 

Hak Cipta Karya Seni Terapan, 

Perlindungan Varietas Tanaman 

Tahunan 

25 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak 

Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak 

Ekonomi Produser Fonogram. 

50 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I 70 

 

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintahan disajikan sebesar nilai buku 

yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. 

(6) Kewajiban 

 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 

pemerintah.  

 Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka 

pendek dan kewajiban jangka panjang. 

a. Kewajiban Jangka Pendek 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek 

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua 

belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, 

Belanja yang Masih Harus  Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, 

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek 

Lainnya. 

b. Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika 

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban 

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. 

 

(7) Ekuitas  

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam 

satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan 

Perubahan Ekuitas. 
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 B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

 

Realisasi 

Pendapatan 

Rpp31.538.810.516 

 

B.1  Pendapatan  

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 

adalah sebesar Rpp31.538.810.516 atau mencapai 114,63 persen dari estimasi 

pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp27.512.629.000. Pendapatan Balai 

Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya terdiri dari Pendapatan 

Jasa dan Pendapatan Lain-lain.  

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:  

 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 

Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit 27.327.129.000       30.018.648.906      109,85     
 Pendapatan dari Pelayanan Pemerintah yang 
bersumber dari Entitas Pemrintah Pusat dalam 
satu K/L 77.500.000              459.345.000           592,70     

 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber 
dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian 
Negara/Lembaga yang membawahi BLU -                               2.310.000               100,00     

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 108.000.000            309.485.825           286,56     

Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan -                               61.200.000             100,00     
 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan 
dan Mesin -                               82.682.500             100,00     

Pendapatan Lainnya (PNBP) -                               605.138.285           100,00     

Jumlah 27.512.629.000       31.538.810.516      114,63     

Uraian

31 Desember 2025

Anggaran Realisasi
 % Real 
Angg. 

 
 

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 sebesar Rpp31.538.810.516 

disebabkan peningkatan pelayanan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi 

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya, salah satunya 

Pemantapan Mutu Eksternal.  

Realisasi pendapatan sebesar Rpp31.538.810.516 berasal dari pendapatan 

Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp30.018.648.906, 

Pendapatan dari Pelayanan Pemerintah yang bersumber dari Entitas Pemerintah 

Pusat dalam satu K/L sebesar Rp459.345.000, Pendapatan dari Pelayanan BLU 

yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian 

Negara/Lembaga yang membawahi BLU sebesar Rp2.310.000, pendapatan jasa 

layanan perbankan BLU sebesar Rp309.485.825 berasal dari jasa giro bank, 

pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan sebesar Rp61.200.000, pendapatan 
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BLU lainnya dari sewa peralatan dan mesin sebesar Rp82.682.500 dan 

pendapatan lainnya sebesar Rp605.138.285. 

Pendapatan dari Pelayanan Pemerintah yang bersumber dari Entitas Pemerintah 

Pusat dalam satu K/L sebesar Rp459.345.000. Pendapatan ini merupakan 

pendapatan resiprokal. Pendapatan resiprokal ini biasanya meupakan 

pendapatan dari kegiatan peningkatan mutu eksternal, pemeriksaan rectal swab, 

pemeriksaan air dan jasa lahan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa. 

Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat 

di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU sebesar 

Rp2.310.000 merupakan pendapatan dari kegiatan pemeriksaan sampel air dan 

bakteriologis dari Pangkalan Marinir (Lanmar) Surabaya. 

Pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan sebesar Rp61.200.000 merupakan 

pendapatan sewa ruang kuliah, sewa ruang kantin dan sewa ruang koperasi. 

Pendapatan BLU lainnya dari sewa peralatan dan mesin sebesar Rp82.682.500 

merupakan pendapatan dari penyimpanan isolat tuberculosis dari KNCV 

di freezer -70ºC, sewa alat laboratorium (mikroskop), sewa kendaraan dinas oleh 

Global Fund. 

Pendapatan Lainnya Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya 

sebesar Rp605.138.285 berasal antara lain dari pendapatan dari penjualan 

peralatan dan mesin sebesar Rp38.127.000, pendapatan dari 

Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp435.500.000, pendapatan 

penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi sebesar Rp3.943.398, 

penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar 

Rp3.281.650, penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu 

sebesar Rp94.433.727 dan penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran 

yang lalu sebesar Rp29.852.510. 

Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp38.127.000 

merupakan hasil lelang BMN berupa penjualan peralatan dan mesin dan aset 

tetap lainnya yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dengan 

risalah lelang nomor: 360/10.02/2025-01 tanggal 21 Agustus 2025 oleh Kantor 

Pelayanan Kekayaan negara dan Lelang Sidoarjo. 

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp435.500.000 
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merupakan hasil lelang BMN berupa kendaraan dinas sesuai dengan risalah 

lelang nomor: 586/10.02/2025-01 tanggal 11 Desember 2025 oleh Kantor 

Pelayanan Kekayaan negara dan Lelang Sidoarjo. 

Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi sebesar 

Rp3.943.398 merupakan pendapatan sewa rumah dinas pegawai Balai Besar 

Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya melalui potongan SPM gaji induk 

pegawai. 

Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar 

Rp3.281.650 merupakan pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian 

uang makan ASN tahun anggaran yang lalu. 

Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar 

Rp94.433.727 merupakan pengembalian belanja barang berupa pengembalian 

uang makan non ASN (PPNPN) tahun anggaran yang lalu sebesar Rp50.000 

dan pengembalian belanja barang karena kekurangan volume pekerjaan tahun 

lalu dari hasil audit itjen sebesar Rp94.383.727. 

Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar 

Rp29.852.510 merupakan pengembalian belanja modal karena adanya temuan 

dari hasil audit itjen. 

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 
 

URAIAN REALISASI TA 2025 REALISASI TA 2024
NAIK 

(TURUN) %

Pendapatan Badan Layanan Umum 30.018.648.906    26.877.962.312     11,68          
Pendapatan dari Pelayanan Pemerintah yang bersumber 
dari Entitas Pemrintah Pusat dalam 1 K/L 459.345.000         342.690.000          34,04          

Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari 
Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian 
Negara/Lembaga yang membawahi BLU 2.310.000             

-                             #DIV/0!

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 309.485.825         227.710.165          35,91          

Pendapatan lain-lain BLU -                            71.144.000            (100,00)       

Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan 61.200.000           38.700.000            58,14          

Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin 82.682.500           30.840.000            168,10        

Pendapatan Lainnya (PNBP) 605.138.285         3.713.500              16.195,63   

Jumlah 31.538.810.516    27.592.759.977     14,30          
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Realisasi Belanja 

Negara 

Rp33.777.220.864 

B.2.  Belanja  

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2025 adalah sebesar 

Rp47.684.449.956 atau 85,75 persen dari anggaran belanja sebesar 

Rp55.607.720.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 30 September 2025 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 
 

Anggaran Realisasi  % Real Angg.

Belanja Pegawai 12.982.459.000           11.007.691.480           84,79

Belanja Barang 42.418.612.000           36.685.231.804           86,48

Belanja Modal 206.649.000                -                                   0,00

Total Belanja Kotor 55.607.720.000           47.692.923.284           85,77

Pengembalian Belanja (8.473.328)                   

Jumlah 55.607.720.000           47.684.449.956           85,75

URAIAN
31-Dec-25

 

Pengembalian belanja sebesar Rp(8.473.328) merupakan pengembalian belanja  

terdiri dari pengembalian belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp(1.528), 

pengembalian tunjangan umum sebesar Rp(370.000), pengembalian belanja 

honor output kegiatan sebesar Rp(1.358.500) dan pengembalian belanja 

perjalanan dinas biasa sebesar Rp(6.743.200).  

 

 

 

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: 

 -
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Realisasi Belanja 31 Desember 2025 sebesar Rp47.684.449.956 atau 85,75 

persen disebabkan peningkatan volume belanja barang yang sejalan dengan 

peningkatan operasional yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Balai 
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Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya. 

 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Des 2025 dan 31 Des 2024 

URAIAN REALISASI TA 2025 REALISASI TA 2024
NAIK (TURUN) 

%

Belanja Pegawai 11.007.319.852           13.983.017.034             (21,28)               

Belanja Barang 36.677.130.104           46.402.418.716             (20,96)               

Belanja Modal 1.167.897.475               (100,00)             

Jumlah 47.684.449.956           61.553.333.225             (22,53)               
 

Sesuai dengan Inpres 1 Tahun 2025 efisiensi belanja APBD dan APBN tanggal 

22 Januari 2025 dan sesuai dengan surat edaran dari Direktorat Jenderal 

Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI Nomor: 

PR.01/01/B.I/838/2025 tanggal 30 Januari 2025, Balai Besar Laboratorium 

Kesehatan Masyarakat Surabaya melakukan efisiensi anggaran sebesar 

Rp5.783.988.000 yang terdiri efisiensi belanja barang sebesar Rp5.577.339.000 

dan efisiensi belanja modal sebesar Rp.206.649.000. Berikut rincian pagu awal, 

blokir, pagu efektif, realisasi anggaran dan persentase realisasi anggaran 

terhadap pagu efektif: 

51 12.982.459.000 -                           12.982.459.000  11.007.319.852  84,79
52 42.418.612.000 5.577.339.000  36.841.273.000  36.677.130.104  99,58
53 206.649.000 206.649.000      -                                                                 - 0,00

Total 55.607.720.000 5.783.988.000 47.684.449.956 47.684.449.956 95,72

Jenis 
Belanja

Pagu Blokir Pagu Pagu efektif
% 

Realisa
Realisasi 
Anggaran

 

Realisasi belanja sebesar Rp47.684.449.956 atau 95,72% dari pagu efektif 

sebesar Rp47.684.449.956. Pagu awal 2025 sebesar Rp55.607.720.000 dengan 

pagu blokir sebesar Rp5.783.988.000. 

 

 

Belanja Pegawai 

Rp11.007.319.852 

B.2.1  Belanja Pegawai 

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

masing-masing sebesar Rp11.007.319.852 dan Rp13.983.017.034. 

Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang 

maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai 

yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan 

atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan 
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pembentukan modal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Des 2025 dan 31 Des 2024 

URAIAN
REALISASI TA 

2025
REALISASI TA 

2024
NAIK 

(TURUN) %

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 9.864.536.285 12.514.608.128    (21,18)         

Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK 927.226.195 571.087.871         62,36          

Belanja Lembur PNS 204.007.000 847.634.000         (75,93)         

Belanja Lembur PPPK 11.922.000             54.937.000           (78,30)         

Jumlah Belanja Kotor 11.007.691.480 13.988.266.999    (21,31)         

Pengembalian Belanja Pegawai (371.628)                 (5.249.965)            (92,92)         

Jumlah Belanja 11.007.319.852 13.983.017.034 (21,28)         

 
 

Belanja Barang 

Rp36.677.130.104 

B.2.2  Belanja Barang 

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

masing-masing sebesar Rp36.677.130.104  dan Rp46.402.418.716. Hal ini 

dikarenakan peningkatan volume belanja barang yang sejalan dengan 

peningkatan operasional yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Balai 

Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya. 

Perbandingan Belanja Barang 31 Des 2025 dan 31 Des 2024 

URAIAN REALISASI TA 2025 REALISASI TA 2024
NAIK 

(TURUN) 
%

Belanja Barang Operasional 784.097.249 3.700.918.171          (78,81)    

Belanja Barang Non Operasional 491.075.686             27.810.000               1.665,82 

Belanja Barang Persediaan 2.905.455.220 9.869.518.028          (70,56)    

Belanja Jasa 4.178.566.698          4.445.237.528          (6,00)      

Belanja Pemeliharaan 511.642.386             3.062.145.632          (83,29)    

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 588.563.554             1.161.270.762          (49,32)    

Belanja Barang Badan Layanan Umum 27.225.831.011        24.135.518.595        12,80      

Jumlah Belanja Kotor 36.685.231.804 46.402.418.716 (20,94)    

Pengembalian Belanja (8.101.700)               #DIV/0!

Jumlah Belanja 36.677.130.104 46.402.418.716 (20,96)    
 



 
 
 

- 28 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belanja Modal 

Peralatan dan 

Mesin  

Rp0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisasi belanja barang tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (20,96)% 

daripada tahun 2024  dikarenakan adanya blokir belanja belanja barang sebesar 

Rp5.577.339.000. 

Belanja barang BLU sebesar Rp27.225.831.011 terdiri dari belanja gaji dan 

tunjangan (525111) sebesar Rp15.240.694.672, belanja jasa (525113) sebesar 

Rp12.296.000, belanja perjalanan (525115) sebesar Rp186.375.105, belanja 

penyediaan barang dan jasa BLU lainnya (525119) sebesar Rp1.767.930.915, 

belanja barang persediaan barang konsumsi BLU (525121) sebesar 

Rp10.018.534.319. Berikut rincian belanja barang BLU 31 Desember 2025: 

Rincian Belanja Barang BLU 31 Desember 2025 

No MAK Uraian Realisasi
1 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 15.240.694.672   
2 525113 Belanja Jasa 12.296.000          
3 525115 Belanja Perjalanan 186.375.105        
4 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1.767.930.915     
5 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU 10.018.534.319   

27.225.831.011   Total Belanja Barang BLU

 

B.2.3  Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 masing-masing sebesar  Rp0 dan Rp1.167.897.475. Belanja 

Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset 

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Des 2025 dan 31 Des 2024 
 

URAIAN REALISASI TA 2025 REALISASI TA 2024
NAIK 

(TURUN) %

Sarana dan Prasarana 0 319.148.100 -                   

Alat Kesehatan 0 0 -                   

Belanja Modal BLU 0 848.749.375 -                   

Jumlah Belanja Kotor 0 1.167.897.475 -                   

Pengembalian 0 -                               -                   

Jumlah Belanja 0 1.167.897.475 -                    
 

 Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025 sebesar Rp0 

dikarenakan adanya blokir belanja modal peralatan dan mesin-BLU sebesar 

Rp206.649.000. 
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Kas di bendahara 
pengeluaran Rp0 

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA  

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran 

Saldo Kas di bendahara pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di 

bendahara pengeluaran merupakan uang persediaan (UP) dari KPPN. 

 

 

Kas pada Badan Layanan 

Umum                       
Rp12.368.068.214 

      C.2  Kas pada Badan Layanan Umum 

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp12.368.068.214 dan 

Rp8.660.226.994. Kas pada Badan Layanan Umum merupakan saldo yang 

berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan BLU yang sudah 

dilakukan pengesahan (SP3B BLU) yang sudah terbit SP2B nya dan saldo 

uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung 

jawab Bendahara BLU yang belum di lakukan pengesahan (SP3B BLU), 

yang sumbernya berasal dari pendapatan layanan laboratorium berupa 

Penerimaan Negara Bukan Pajak.  

Rincian Kas dan Bank BLU 

Keterangan 31-Dec-25 31-Dec-24

Bank Mandiri No. Acc. 1420044477767 10.350.401.948     6.144.592.285      
BSI No. Acc. 7000000196697227 -                            2.000.000.000      
BSI No. Acc. 7329564996 17.666.266            -                           
BSI No. Acc 7000000218277084 2.000.000.000       472.890.709         
Uang Tunai -                            42.744.000           

Jumlah 12.368.068.214     8.660.226.994      
 

 

 

Piutang Bukan Pajak Rp0 

 

 

 

 

 

 

 

Piutang dari Kegiatan 

Operasional BLU  

Rp127.108.000 

C.3  Piutang Bukan Pajak 

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang bukan pajak sebesar 

Rp0 merupakan piutang berupa pendapatan penggunaan sarana dan 

prasarana sesuai dengan tusi yang dipotongkan pada SPM gaji. 

C.4 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum  

Saldo  Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 

tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah 

sebesar Rp127.108.000 dan Rp116.081.000. Piutang dari Kegiatan 

Operasional Badan Layanan Umum merupakan hak atau pengakuan 

pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan 
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namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak 

disajikan sebagai berikut:  

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU   

Uraian 31-Dec-25 31-Dec-24

Piutang 127.108.000                        116.081.000                  
Jumlah 127.108.000                  116.081.000              

 

 

 

 

Penyisihan Piutang Tak 

Tertagih –  Piutang dari 

Kegiatan Operasional BLU 

Rp(635.540) 

C.5  Penyisihan Piutang Tak Tertagih –  Piutang dari Kegiatan 

Operasional Badan Layanan Umum   

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih –  Piutang dari Kegiatan Operasional 

Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

adalah sebesar Rp(635.540) dan Rp(580.405). Penyisihan Piutang Tak 

Tertagih– Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum adalah 

merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang 

ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan 

Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan 

Umum pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:  

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional  
Badan Layanan Umum  

Kualitas Nilai Piutang % Nilai

Piutang Jk Pendek Penyisihan Penyisihan

Piutang dari Kegiatan 
Operasional Badan Layanan 

Umum
Lancar 127.108.000     0,50% 635.540                  

 Jumlah Penyisihan Piutang 
Tak Tertagih 

127.108.000     635.540             

 

 

Persediaan Badan Layanan 

Umum                        
Rp6.957.496.293 

 

C.6  Persediaan 

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-

masing adalah sebesar Rp6.957.496.293 dan Rp8.196.359.730 . 

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan 

(supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk 

mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau 

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian 

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai 

berikut: 
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 Rincian Persediaan   

Persediaan 31-Dec-25 31-Dec-24

Barang Konsumsi 6.822.811.473 8.086.827.410
Persediaan lainnya 134.684.820 109.532.320

Jumlah 6.957.496.293       8.196.359.730       
 

 
Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi 

baik.  

Mutasi nilai persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 8.196.359.730

   Mutasi tambah:

Pembelian 12.923.989.539

Reklas Masuk 514.357.000                          

Transfer Masuk 2.890.227.089                       

   Mutasi kurang:

Keluar lainnya (5.997.500)                             

Reklas Keluar (514.357.000)                         

Pemakaian persediaan (17.047.082.565)                    

Saldo per 31 Desember 2025 6.957.496.293  

Mutasi tambah: 

Transfer masuk sebesar Rp2.890.227.089 terdiri dari: 

1. Transfer masuk dari Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi 

Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI 

berupa barang persediaan sebesar Rp510.250.000 sesuai dengan 

BAST Nomor:   KN.01.06/E.IV/1260/2025 tanggal 2 Juni 2025 

2. Transfer masuk dari Direktorat Pengelolaan Imunisasi Direktorat 

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI 

berupa barang persediaan sebesar Rp266.531.547 sesuai dengan 

BAST Nomor:  KN.02.07/C.IV/2211/2025 tanggal 5 Juni 2025 

3. Transfer masuk dari Direktorat Pengelolaan Imunisasi Direktorat 

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI 

berupa barang persediaan sebesar Rp48.870.000 sesuai dengan 

BAST Nomor:  KN.02.07/C.IV/2212/2025 tanggal 5 Juni 2025 

4. Transfer masuk dari Direktorat Pengelolaan Imunisasi Direktorat 

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI 

berupa barang persediaan sebesar Rp281.120.000 sesuai dengan 

BAST Nomor:   KN.02.07/C.IV/2213/2025 tanggal 5 Juni 2025 
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5. Transfer masuk dari Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 

Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI berupa 

barang persediaan sebesar Rp213.046.796 sesuai dengan BAST 

Nomor: KN.01.08/C.V/1022.06/2025 tanggal 1 Agustus 2025 

6. Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi Direktorat Jenderal 

Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI berupa barang 

persediaan sebesar Rp283.150.000 sesuai dengan BAST Nomor: 

KN.01.06/E.IV/5965/2025 tanggal 2 Oktober 2025. 

7. Transfer masuk dari Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 

Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI berupa 

barang persediaan sebesar Rp1.195.621.512 sesuai dengan BAST 

Nomor: KN.01.08/C.V/12889.05/2025 tanggal 20 November 2025 

8. Transfer masuk dari Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan 

Direktorat Jenderal Keseahatan Lanjutan Kemenkes RI berupa 

barang persediaan sebesar Rp6.226.000 sesuai dengan BAST 

Nomor: KN.01/D.VI/3628/2025 tanggal 28 November 2025 

9. Transfer masuk dari Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 

Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI berupa 

barang persediaan sebesar Rp85.411.234 sesuai BAST Nomor: 

KN.01.08/C.V/14206.16/2025 tanggal 23 Desember 2025. 

 

 

 

Tanah  Rp3.128.964.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.7  Tanah 

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.128.964.000 dan  

Rp3.128.964.000.  Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 3.128.964.000

   Mutasi tambah:

Likuidasi Masuk BBTKL PP Surabaya -                                             

   Mutasi kurang:

Saldo per 31 Desember 2025 3.128.964.000

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 -                                             

Nilai Buku per 31 Desember 2025 3.128.964.000                       
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Peralatan dan Mesin Badan 

Layanan Umum 

Rp140.653.828.617  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.8   Peralatan dan Mesin 

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 2024 adalah Rp140.653.828.617 dan  Rp140.981.421.799. 

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 140.981.421.799

   Mutasi tambah:

Transfer masuk 95.495.000                            

   Mutasi kurang:

Transfer keluar (423.088.182)                         

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya

Normalisasi

Saldo per 31 Desember 2025 140.653.828.617

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 (118.205.693.445)                  

Nilai Buku per 31 Desember 2025 22.448.135.172
 

Mutasi tambah: 

Transfer masuk sebesar Rp95.495.000 dari Direktorat Mutu Pelayanan 

Kesehatan Rujukan Direktorat Jenderal Keseahatan Lanjutan Kemenkes RI 

berupa peralatan dan mesin sesuai dengan BAST Nomor: 

KN.01/D.VI/3628/2025 tanggal 28 November 2025. 

Mutasi kurang: 

Transfer keluar sebesar Rp(423.088.182) berupa kendaraan dinas Merk 

Fortuner dengan nomor polisi L 1540 VP kepada Balai Besar Laboratorium 

Biologi Kesehatan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas 

Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan BAST Nomor 

KN.01.08/B.X.I/627/2025 tanggal 6 Februari 2025. 

 

Gedung dan Bangunan 

Bdan Layanan Umum   
Rp36.318.616.301 

C.9 Gedung dan Bangunan  

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 adalah Rp36.318.616.301 dan Rp36.348.468.811. Mutasi transaksi 

terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai 

berikut: 
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Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 36.348.468.811           

   Mutasi tambah:

Reklasifikasi Masuk

   Mutasi kurang:

Koreksi Aset tetap non revaluasi (29.852.510)                 

Saldo per 31 Desember 2025 36.318.616.301           

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 (8.938.906.003)            

Nilai Buku per 31 Desember 2025 27.379.710.298           
 

Mutasi kurang: 

Koreksi aset tetap non revaluasi sebesar Rp29.852.510 merupakan koreksi 

pencatatan nilai berkurang pada gedung dan bangunan dari hasil temuan 

audit oleh inspektorat jenderal pada pengadaan belanja modal TAYL yang 

ditandai dengan adanya setor kas negara dengan akun penerimaan 

kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu. 

 

 C.10 Jalan, Irigasi dan Jaringan  

Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Rp563.248.000 
Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 adalah Rp563.248.000 dan Rp563.248.000. Mutasi transaksi 

terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah 

sebagai berikut: 

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 563.248.000                

   Mutasi tambah:

Likuidasi Masuk dari BBLK Surabaya

   Mutasi kurang:

-                                   

Saldo per 31 Desember 2025 563.248.000                

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 (99.932.676)                 

Nilai Buku per 31 Desember 2025 463.315.324                
 

 

Aset Tetap Lainnya 

Rp9.882.800  

 

 

 C.11 Aset Tetap Lainnya 

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

adalah Rp9.882.800 dan Rp9.882.800. Mutasi transaksi terhadap aset tetap 

lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: 
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Akumulasi Penyusutan      
Rp(127.244.532.124) 

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 9.882.800                    

   Mutasi tambah:

Likuidasi Masuk dari BBTKL PP Surabaya

   Mutasi kurang:

Reklasifikasi aset tetap ke aset tetap lainnya

Saldo per 31 Desember 2025 9.882.800                    
 

C.12   Akumulasi Penyusutan   

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang 

disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan 

dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap. Akumulasi Penyusutan 

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

adalah masing-masing Rp(127.244.532.124) dan Rp(118.917.666.574).  

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah 

sebagai berikut: 

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

No Aset Tetap Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

1 Peralatan dan Mesin 140.653.828.617 (118.205.693.445)         22.448.135.172
2 Gedung dan Bangunan 36.318.616.301 (8.938.906.003)             27.379.710.298
3 Jalan Irigasi dan Jaringan 563.248.000 (99.932.676)                  463.315.324

177.535.692.918 -127.244.532.124 50.291.160.794Akumulasi Penyusutan  

 

Aset Tak Berwujud Badan 

Layanan Umum       
Rp2.300.192.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.13  Aset Tak Berwujud  

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) Badan Layanan Umum per 31 Desember 

2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp2.300.192.500 dan  

Rp2.300.192.500. 

Aset Tak Berwujud Badan Layanan Umum merupakan aset yang dapat 

diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak 

Berwujud  Badan Layanan Umum pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan 

Surabaya berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional 

kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan 

adalah sebagai berikut: 

Uraian Nilai

Software 2.300.192.500

Jumlah 2.300.192.500  

Mutasi: 
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Aset Lain-Lain Badan 

Layanan Umum          
Rp1.285.470.638 

 

 

 

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 2.300.192.500             

   Mutasi tambah:

Likuidasi masuk dari BBLK Surabaya -                                   

   Mutasi kurang: -                                   

Saldo per 31 Desember 2025 2.300.192.500             

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 (2.275.633.750)            

Nilai Buku per 31 Desember 2025 24.558.750                  
 

C.14 Aset Lain-Lain  

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

Rp1.285.470.638 dan Rp7.945.262.668. Aset Lain-lain merupakan Barang 

Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi 

digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah 

sebagai berikut: 

Saldo per 31 Desember 2024 7.945.262.668                

Mutasi tambah:
- reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya
Mutasi kurang:
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan
- penghapusan BMN (6.659.792.030)               

Saldo per 31 Desember 2025 1.285.470.638                
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 (1.158.611.689)               

Nilai Buku per 31 Desember 2025 126.858.949                    

 

 

 

Akumulasi Penyusutan Aset 

Lainnya/Amortisasi Aset Tak 

Berwujud Rp(3.434.245.439) 

 

 

 

 

C.15  Akumulasi Penyusutan  Aset Lain-lain/Amortisasi Aset Tak 

Berwujud 

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya 

yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuain nilai 

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. 

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing Rp(3.434.245.439) dan 

Rp(9.714.635.682). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 

Desember 2025 adalah sebagai berikut:  

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya  

Aset Tetap Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Nilai Buku
Aset Tak Berwujud BLU (Software) 2.300.192.500 -2.275.633.750 24.558.750

Aset Lain-lain 1.285.470.638 -1.158.611.689 126.858.949

Jumlah 3.585.663.138 -3.434.245.439 151.417.699  
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Uang Muka dari KPPN  Rp0 

 

 

 

 

Utang yang Belum 

Ditagihkan Rp0 

 

 

 

 

Utang kepada Pihak Ketiga 

Rp92.331.374 

C.16 Uang Muka dari KPPN  

Uang muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang muka dari KPPN merupakan 

uang persediaan (UP) dari KPPN. 

C.17 Utang yang Belum Ditagihkan 

Utang yang Belum ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

sebesar Rp0 dan Rp0.   

C.18 Utang kepada Pihak Ketiga 

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 masing-masing sebesar Rp92.331.374 dan Rp101.402.291.  

Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp92.331.374 merupakan beban listrik 

bulan Desember 2025. 

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar 

dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak 

ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).  

 

 

 

Ekuitas 

Rp72.941.130.886 

C.19  Ekuitas  

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp72.941.130.886 dan Rp79.515.823.350. Ekuitas adalah 

kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. 

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan 

Ekuitas. 
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Pendapatan PNBP 

Rp30.948.642.629 

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 

D.1  Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah sebesar Rp30.948.642.629 dan Rp27.661.225.977. 

Pendapatan tersebut terdiri dari:  

 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Des 2025 dan 31 Des 2024 

Pendapatan Jasa Pelayanan Laboratorium 30.029.675.906       26.946.758.312       11,44              
Pendapatan anggaran lain-lain -                              29.820                     (100,00)           
Pendapatan Jasa Perbankan 309.485.825            227.710.165            35,91              
Pendapatan Lain-lain BLU -                              71.144.000              (100,00)           
Pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan 61.200.000              38.700.000              58,14              
Pendapatan BLU lainnya dari sewa peralatan dan mesin 82.682.500              30.840.000              168,10            
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah -                              74.214                     (100,00)           

 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari entitas 
pemerintah pusat dalam satu K/L 459.345.000            

342.690.000            34,04              

 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari 
Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian 
Negara/Lembaga yang membawahi BLU 2.310.000                

-                              100,00            

 Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan -                              3.279.466                (100,00)           
 Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai 
dengan tusi 3.943.398                

-                              100,00            

Jumlah 30.948.642.629       27.661.225.977       11,88              

31-Dec-25 31-Dec-24
 NAIK 

(TURUN) % 
URAIAN

 

Pendapatan Jasa adalah Pendapatan-LO yang diperoleh dari pelayanan 

laboratorium, Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari entitas 

pemerintah pusat dalam satu K/L, Pendapatan dari Pelayanan BLU yang 

Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian, pendapatan denda 

keterlambatan, pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan, pendapatan BLU 

lainnya dari sewa peralatan dan mesin, pendapatan lain-lain BLU, pendapatan 

hibah tidak terikat dalam negeri-lembaga/badan usaha, pendapatan hibah tidak 

terikat luar negeri-lembaga/badan usaha, pendapatan penggunaan sarana dan 

prasarana sesuai dengan tusi, pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan. 

Pendapatan jasa pelayanan laboratorium sebesar Rp30.029.675.906 merupakan 

penambahan dari pendapatan jasa laboratorium yang telah disahkan Bulan 

Desember 2025 sebesar Rp30.018.648.906, pendapatan jasa laboratorium yang 

belum disahkan Bulan Desember 2025 sebesar Rp0, piutang Bulan Desember 

2025 sebesar Rp127.108.000 dan dikurangi piutang TAYL sebesar 

Rp116.081.000. 

Pendapatan dari Pelayanan Pemerintah yang bersumber dari Entitas Pemerintah 

Pusat dalam satu K/L sebesar Rp459.345.000. Pendapatan ini merupakan 

pendapatan resiprokal. Pendapatan resiprokal ini biasanya meupakan pendapatan 
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dari kegiatan peningkatan mutu eksternal, pemeriksaan rectal swab, pemeriksaan 

air dan jasa lahan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa. 

Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di 

luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU sebesar Rp2.310.000 

merupakan pendapatan dari kegiatan pemeriksaan sampel air dan bakteriologis 

dari Pangkalan Marinir (Lanmar) Surabaya. 

Pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan sebesar Rp61.200.000 merupakan 

pendapatan sewa ruang kuliah, sewa ruang kantin dan sewa ruang koperasi. 

Pendapatan BLU lainnya dari sewa peralatan dan mesin sebesar Rp82.682.500 

merupakan pendapatan dari penyimpanan isolat tuberculosis dari KNCV 

di freezer -70ºC, sewa alat laboratorium (mikroskop), sewa kendaraan dinas oleh 

Global Fund. 

Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi sebesar 

Rp3.943.398 adalah pendapatan sewa rumah dinas pegawai Balai Besar 

Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya melalui potongan SPM gaji induk 

pegawai.  

 

Beban  Pegawai 

Rp26.248.014.524 

 

 

 

D.2   Beban Pegawai  

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

masing-masing sebesar Rp26.248.014.524 dan Rp27.523.624.767. Beban 

Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang 

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan 

kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang 

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas 

pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan 

pembentukan modal.  

 Rincian Beban Pegawai 31 Des 2025 dan 31 Des 2024 
 

URAIAN JENIS BEBAN TA 2025 TA 2024 NAIK (TURUN) %

Beban Gaji dan Tunjangan PNS 9.864.164.757 12.509.358.163     (21,15)                
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK 927.226.095 571.087.871          62,36                  
Beban uang lembur PNS 204.007.000 847.634.000          (75,93)                
Beban uang lembur PPPK 11.922.000 54.937.000            (78,30)                
Beban Gaji dan Tunjangan BLU 15.240.694.672 13.540.607.733     12,56                  
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar

Utang remunerasi 

Jumlah 26.248.014.524 27.523.624.767     (4,63)                  
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Beban Persediaan 

Rp17.047.082.565 

D.3  Beban Persediaan 

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

masing-masing sebesar Rp17.047.082.565 dan Rp20.435.403.241. Beban 

Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang  yang 

habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun 

tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah sebagai berikut:   

Rincian Beban Persediaan 31 Des 2025 dan 31 Des 2024 
 

URAIAN JENIS BEBAN TA 2025 TA 2024 NAIK (TURUN) %

Beban Persediaan Konsumsi 16.694.835.233 13.909.807.518 20,02                         
Beban Persediaan Bahan Baku -                            6.361.630.633 (100,00)                     
Beban Persediaan Lainnya 352.247.332             163.965.090 114,83                      

Jumlah Beban Persediaan 17.047.082.565 20.435.403.241 (16,58)                       
 

Beban persediaan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (16,58)% daripada 

tahun 2024 dikarenakan adanya blokir belanja barang persediaan sebesar 

Rp3.604.458.000. 

 

Beban Barang dan 

Jasa  

Rp7.223.537.131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4  Beban Barang dan Jasa  

Jumlah Beban Jasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp7.223.537.131 dan Rp10.255.146.550. Beban Jasa adalah 

konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian 

Beban Jasa untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai 

berikut:   

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Des 2025 dan 31 Des 2024 

URAIAN JENIS BEBAN TA 2025 TA 2024
NAIK 

(TURUN) 
%

521111 Beban Keperluan Perkantoran 665.417.249            1.414.344.364 -52,95
521113 Beban Penambah daya Tahan Tubuh 907.878.545 -100,00
521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 417.702.937 -100,00
521115 Beban Honor Operasional Satuan kerja 118.680.000            147.532.000 -19,56
521119 Beban Barang Opersional Lainnya 815.125.325 -100,00
521211 Beban Bahan 18.936.000              1.770.000 969,83
521213 Beban Honor Output Kegiatan 17.760.000              17.160.000 3,50
521219 Beban Barang Non Opersional Lainnya 453.021.186            0 100,00
521252 Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel 8.880.000 -100,00
522111 Beban Langganan Listrik 1.153.376.848         1.314.642.084 -12,27
522112 Beban Langganan Telepon 5.698.982                8.250.169 -30,92
522113 Beban Langganan Air 57.813.560              56.249.118 2,78
522131 Beban Jasa Konsultan 49.728.000 -100,00
522121 Beban Jasa Pos dan Giro 9.990.000 0,00
522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 94.779.408              100,00
522141 Beban Sewa 244.199.434 -100,00
522191 Beban Jasa Lainnya 2.854.226.983         2.874.775.573 -0,71
522151 Beban Jasa Profesi 3.600.000                100,00
525112 Beban Barang 2.000.000 -100,00
525113 Beban Jasa 12.296.000              766.023.319 -98,39
525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU 1.767.930.915         1.198.895.682 47,46

Jumlah 7.223.537.131 10.255.146.550 -29,56
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Beban 

Pemeliharaan 

Rp511.642.386 

 

Beban barang dan jasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (29,56)% 

daripada tahun 2024 dikarenakan adanya blokir belanja barang penambah daya 

tahan tubuh sebesar Rp637.560.000 dan belanja langganan listrik sebesar 

Rp391.863.000. 

D.5.  Beban Pemeliharaan  

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp511.642.386 dan Rp3.780.781.671. Beban Pemeliharaan 

merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset 

lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan 

untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut: 

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Des 2025 dan 31 Des 2024 

URAIAN JENIS BEBAN TA 2025 TA 2024
NAIK 

(TURUN) %

Beban Pemeliharaan 646.189.484 (100,00)    
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 276.179.792 1.548.728.846 (82,17)      
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 235.462.594 1.511.751.786 (84,42)      
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 74.111.555 (100,00)    
Beban Persediaan suku cadang 0 -                 
Pengembalian belanja pemeliharaan peralatan dan 
mesin

Jumlah 511.642.386 3.780.781.671 (86,47)      
 

Beban pemeliharaan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (86,47)% 

dikarenakan pagu di tahun 2025 hanya sebesar Rp511.660.000. 

 

 

Beban Perjalanan 

Dinas 

Rp768.195.459 

 

 

 

 

 

 

D.6.  Beban Perjalanan Dinas  

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

masing-masing sebesar Rp768.195.459 dan Rp1.724.892.496. Beban tersebut 

adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka 

pelaksanaan tugas, fungsi, dan  jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:  

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Des 2025 dan 31 Des 2024 

URAIAN JENIS BEBAN TA 2025 TA 2024
NAIK 

(TURUN) %

Beban Perjalanan Biasa RM 510.376.354 1.155.720.762 -55,84
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota RM 71.444.000 5.550.000 1187,28
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota RM 0 0 0,00
Beban Perjalanan Biasa BLU 186.375.105 563.621.734 -66,93

Jumlah 768.195.459 1.724.892.496 -55,46
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Beban barang dan jasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (55,46)% 

daripada tahun 2024 dikarenakan adanya blokir belanja barang penambah daya 

tahan tubuh sebesar Rp943.458.000. 

 

 

Beban Penyusutan 

dan Amortisasi 

Rp9.212.796.026 

 

 

D.7.  Beban Penyusutan dan Amortisasi  

Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

adalah masing-masing sebesar Rp9.212.796.026 dan Rp10.809.115.063. Beban 

penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu 

aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset 

yang bersangkutan. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat 

alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian beban 

Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut: 

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Des 2025 dan 31 Des 2024 

URAIAN JENIS BEBAN TA 2025 TA 2024
NAIK 

(TURUN) %

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 8.264.622.788 9.523.741.769 -13,22

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 763.097.684 1.038.458.107 -26,52

Beban Penyusutan Irigasi 5.235.756 5.235.756 0,00

Beban Penyusutan Jaringan 9.238.125 9.238.125 0,00

Beban Amortisasi Software 74.108.125 99.098.750 -25,22
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam 
operasi Pemerintah 96.493.548 133.342.556 -27,63

Jumlah 9.212.796.026 10.809.115.063 -14,77

 

 

 

Beban Penyisihan 

Piutang Tak 

Tertagih Rp55.135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.8.  Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi 

ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang 

Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp55.135 dan Rp580.405.  

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah sebagai berikut:   
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Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Des 2025 dan 31 Des 2024 

URAIAN JENIS BEBAN TA 2025 TA 2024
NAIK 

(TURUN) %

Belanja Modal Tanah 0 0 0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang 
Jangka Pendek

55.135 580.405 -90,50

Jumlah 55.135 580.405 -90,50  

Beban penyusutan piutang tak tertagih sebesar Rp55.135 dikarenakan adanya 

beban penyusutan piutang tak tertagih TAYL sebesar Rp580.405 dan beban 

penyusutan piutang tak tertagih bulan Desember 2025 sebesar Rp635.540. 

 

 

Surplus /Defisit dari 

Kegiatan Non 

Operasional 

Rp356.544.763 

D.9  Kegiatan Non Operasional  

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah sebesar Rp356.544.763 dan Rp330.000. Surplus/Defisit 

dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya 

tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit 

dari Kegiatan Non Operasional Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 adalah sebagai berikut: 

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Des 2025 dan 31 Des 2024 

URAIAN 31 DES 2025 31 DES 2024 NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 473.627.000     -                         100,00

Beban Pelepasan Aset Non Lancar (214.797.614)    -                         100,0                     

Pendapatan dari kegiatan non operasional 97.715.377 330.000,0          29510,72
Beban dari kegiatan non operasional -                        -                         -                             
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 356.544.763 330.000             107.943,87             

Pendapatan pelepasan aset non lancar adalah pendapatan dari penjualan 

peralatan dan mesin sebesar Rp473.627.000 yang merupakan hasil lelang BMN 

berupa penjualan peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya yang tidak 

digunakan dalam operasional pemerintahan yaitu: 

1. Hasil lelang BMN berupa kendaraan dinas sesuai dengan risalah lelang 

nomor: 586/10.02/2025-01 tanggal 11 Desember 2025 oleh Kantor Pelayanan 

Kekayaan negara dan Lelang Sidoarjo sebesar Rp435.500.000 

2. Hasil lelang BMN berupa penjualan peralatan dan mesin dan aset tetap 

lainnya yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dengan risalah 

lelang nomor: 360/10.02/2025-01 tanggal 21 Agustus 2025 oleh Kantor 

Pelayanan Kekayaan negara dan Lelang Sidoarjo sebesar Rp38.127.000 

 Beban pelepasan aset non lancar sebesar Rp(214.797.614) merupakan biaya 

atau kerugian yang timbul ketika melepaskan, menjual, atau menghentikan 

penggunaan aset non lancar. 
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Pendapatan dari kegiatan non operasional sebesar Rp97.715.377 terdiri dari 

penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar 

Rp3.281.650, penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu 

sebesar Rp94.433.727. 

Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar 

Rp3.281.650 merupakan pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian 

uang makan ASN tahun anggaran yang lalu. 

Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar 

Rp94.433.727 merupakan pengembalian belanja barang berupa pengembalian 

uang makan non ASN (PPNPN) tahun anggaran yang lalu sebesar Rp50.000 dan 

pengembalian belanja barang karena kekurangan volume pekerjaan tahun lalu 

dari hasil audit itjen sebesar Rp94.383.727. 
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 E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

 

Ekuitas Awal 

Rp79.515.823.350   

 

E.1 Ekuitas Awal 

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

masing-masing sebesar Rp79.515.823.350  dan Rp0. 

 

Defisit LO 

Rp(29.706.135.834) 

E.2 Surplus (Defisit) LO 

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(29.706.135.834) dan 

Rp(46.867.988.216). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara 

surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan 

pos luar biasa. 

 

Dampak Kumulatif 

Perubahan Kegiatan 

Akuntansi/Kesalahan 

Mendasar 

Rp292.240.621

  

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar  

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan 

Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah sebesar Rp292.240.621 dan Rp236.425. 

 

Penyesuaian Nilai 

Aset 

Rp0 

 

 

Koreksi Nilai 

Persediaan 

Rp0 

 

 

 

 

 

Selisih Revaluasi 

Aset Tetap 

Rp0 

 

 

 

 

 

Selisih Nilai Aset 

Tetap Non 

Revaluasi Rp0 

 

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset 

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 

2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.  

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan 

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang 

diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada 

periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk pada 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan 

Rp0.  

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap 

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat 

dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 

yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-

masing Rp0 dan Rp0. 

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp292.240.621 dan 
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Koreksi lain-lain 

Rp0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selisih atas 

reklaisfikasi Rp0 

Rp0.  

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi adalah penyesuaian nilai aset tetap yang 

dilakukan bukan karena revaluasi (penilaian kembali ke nilai wajar), melainkan 

karena adanya kesalahan pencatatan, perubahan estimasi, atau kondisi tertentu 

yang memengaruhi nilai buku aset tetap. 

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp292.240.621 karena adanya 

koreksi pencatatan nilai berkurang pada gedung dan bangunan dari hasil temuan 

audit oleh inspektorat jenderal pada pengadaan belanja modal TAYL yang 

ditandai dengan adanya setor kas negara dengan akun penerimaan kembali 

belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp29.852.510.  

E.3.5 Koreksi Lain-Lain 

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp236.425. Koreksi ini merupakan 

koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas 

pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi 

lain-lain terdiri dari : 

Rincian Koreksi Lain-lain 

Jenis Koreksi 31-Dec-25 31-Dec-25

Koreksi Piutang 0 0

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak 
Digunakan dalam Operasi Pemerintahan BLU 0 0

Koreksi Penyisihan Piutang 0 236.425

Koreksi Kewajiban 0

Jumlah 0 236.425
 

 

E.3.6 Selisih atas Reklasifikasi 

Selisih atas reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi atas persediaan 

atau aset tetap atau aset lainnya. Selisih atas reklaisfikasi untuk periode yang 

berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 

dan Rp0.  

 

Transaksi Antar 

Entitas 

Rp22.839.202.749 

 

 

 

E.4 Transaksi Antar Entitas 

Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 2024 adalah sebesar Rp22.839.202.749 dan Rp126.383.575.141. 

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas 

yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. 
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Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari: 

Rincian Transaksi Antar Entitas 

Jenis Transaksi 31 Des 2025 31 Des 2024

Ditagihkan ke Entitas Lain 20.458.618.945 36.569.065.255     
Diterima dari Entitas Lain -605.138.285 3.713.500-              
Transfer Masuk 2.985.722.089 83.762.774.899     

Transfer masuk Kas BLU dari BLU lain 6.055.448.487       

Jumlah 22.839.202.749 126.383.575.141
 

Transfer masuk sebesar Rp2.985.722.089 terdiri dari transfer masuk berupa 

persediaan sebesar Rp2.890.227.089 dan berupa peralatan dan mesin sebesar 

Rp95.495.000. Rincian transfer masuk adalah sebagai berikut: 

1. Transfer masuk dari Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi 

Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI berupa 

barang persediaan sebesar Rp510.250.000 sesuai dengan BAST Nomor:   

KN.01.06/E.IV/1260/2025 tanggal 2 Juni 2025 

2. Transfer masuk dari Direktorat Pengelolaan Imunisasi Direktorat Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa barang 

persediaan sebesar Rp266.531.547 sesuai dengan BAST Nomor:  

KN.02.07/C.IV/2211/2025 tanggal 5 Juni 2025 

3. Transfer masuk dari Direktorat Pengelolaan Imunisasi Direktorat Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa barang 

persediaan sebesar Rp48.870.000 sesuai dengan BAST Nomor:  

KN.02.07/C.IV/2212/2025 tanggal 5 Juni 2025 

4. Transfer masuk dari Direktorat Pengelolaan Imunisasi Direktorat Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI berupa barang 

persediaan sebesar Rp281.120.000 sesuai dengan BAST Nomor:   

KN.02.07/C.IV/2213/2025 tanggal 5 Juni 2025 

5. Transfer masuk dari Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 

Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI berupa barang 

persediaan sebesar Rp213.046.796 sesuai dengan BAST Nomor: 

KN.01.08/C.V/1022.06/2025 tanggal 1 Agustus 2025 

6. Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi Direktorat Jenderal Farmasi 

dan Alat Kesehatan Kemenkes RI berupa barang persediaan sebesar 

Rp283.150.000 sesuai dengan BAST Nomor: KN.01.06/E.IV/5965/2025 

tanggal 2 Oktober 2025. 

7. Transfer masuk dari Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 
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Kenaikan/ 

Penurunan Ekuitas 

Rp(6.574.692.464) 

Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI berupa barang 

persediaan sebesar Rp1.195.621.512 sesuai dengan BAST Nomor: 

KN.01.08/C.V/12889.05/2025 tanggal 20 November 2025 

8. Transfer masuk dari Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan 

Direktorat Jenderal Keseahatan Lanjutan Kemenkes RI berupa peralatan 

dan mesin sebesar Rp95.495.000 dan barang persediaan sebesar 

Rp6.226.000 sesuai dengan BAST Nomor: KN.01/D.VI/3628/2025 tanggal 

28 November 2025 

9. Transfer masuk dari Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 

Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI berupa barang 

persediaan sebesar Rp85.411.234 sesuai BAST Nomor: 

KN.01.08/C.V/14206.16/2025 tanggal 23 Desember 2025. 

E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas 

Kenaikan/penurunan ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(6.574.692.464) dan 

Rp79.515.823.350. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan 

dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN 

maupun KL dengan BUN. Rincian Kenaikan/Penurunan Entitas terdiri dari: 

Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas 

Jenis Persediaan Nilai Koreksi

Surplus/Defisit LO -29.706.135.834

Koreksi 292.240.621

Transaksi antar entitas 22.839.202.749

Jumlah -6.574.692.464
 

 
 

Ekuitas Akhir  

Rp72.941.130.886 

E.6 Ekuitas Akhir 

Nilai Ekuitas pada berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-

masing sebesar Rp72.941.130.886 dan Rp79.515.823.350. 
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 H. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA. 

H.1  REKENING PEMERINTAH 

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Balai 

Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya adalah: 

1. Rekening operasional yaitu rekening pada MANDIRI KCP Surabaya 

Gubeng A/C 1420044477767 a.n. RPL 135 BLU BBLKM SBY UNTUK 

OPS 

2. Rekening bendahara pengeluaran yaitu rekening pada MANDIRI KCP 

Surabaya Gubeng A/C 8100126907831000 a.n. BPG 135 BBLKM 

SBY 

3. Rekening deposito yaitu rekening pada PT. Bank Syariah Indonesia 

Tbk Kantor Cabang Surabaya Darmo A/C 7000000218277084 a.n.  

RPL 135 BLU BBLKM SBY UTK PKD 

4. Rekening penampungan bunga deposito yaitu rekening pada PT. 

Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Surabaya Darmo A/C 

7329564996 a.n. RPL 135 BLU BBLKM SBY UTK PKD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.2  PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN  

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menerima DIPA TA 2025 

Nomor : DIPA- 024.03.2.690783/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan 

total anggaran sebesar Rp49.956.826.000 yang berasal dari sumber 

dana Rupiah Murni dan PNBP.  

- Revisi 1 tanggal 16 januari 2025 Balai Besar Laboratorium 

Kesehatan Masyarakat Surabaya menerima revisi DIPA 1, 

karena adanya Pencantuman saldo awal BLU senilai 

Rp8.660.226.994. 

- Revisi 2 tanggal 5 Februari 2025 Balai Besar Laboratorium 

Kesehatan Masyarakat Surabaya menerima revisi DIPA 2, 

karena adanya revisi penyesuaian hal III DIPA dan pergeseran 

RO KRO. 

- Revisi 3 tanggal 22 Februari 2025 Balai Besar Laboratorium 

Kesehatan Masyarakat Surabaya menerima revisi DIPA 3, 

karena adanya revisi blokir efisiensi pemerintah sesuai Inpres 

Nomor 1 TA 2025. 

- Revisi 4 tanggal 24 Maret 2025 Balai Besar Laboratorium 

Kesehatan Masyarakat Surabaya menerima revisi DIPA 4, 
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karena adanya revisi penambahan belanja pegawai (001) dan 

belanja operasional perkantoran (002) 

- Revisi 5 tanggal 21 April 2025 Balai Besar Laboratorium 

Kesehatan Masyarakat Surabaya menerima revisi DIPA 5, 

karena adanya revisi POK, penyesuaian hal III DIPA dan 

pergeseran RO KRO 

- Revisi 6 tanggal 9 Juli 2025 Balai Besar Laboratorium Kesehatan 

Masyarakat Surabaya menerima revisi DIPA 6, karena adanya 

revisi pemutakhiran POK dan hal III DIPA 

- Revisi 7 tanggal 22 Juli 2025 Balai Besar Laboratorium 

Kesehatan Masyarakat Surabaya menerima revisi DIPA 7, 

karena adanya relaksasi buka blokir 

- Revisi 8 tanggal 6 Oktober 2025 Balai Besar Laboratorium 

Kesehatan Masyarakat Surabaya menerima revisi DIPA 8, 

karena adanya revisi POK, penyesuaian hal III DIPA dan 

pergeseran RO KRO 

- Revisi 9 tanggal 7 November 2025  Balai Besar Laboratorium 

Kesehatan Masyarakat Surabaya menerima revisi DIPA 9, 

karena adanya pergeseran anggaran antar satker dan revisi 

anggaran dalam hal pagu anggaran berubah 

- Revisi 10 tanggal 13 November 2025  Balai Besar Laboratorium 

Kesehatan Masyarakat Surabaya menerima revisi DIPA 10, 

karena adanya  penyesuaian hal III DIPA dan pergeseran RO 

KRO 

- Revisi 11 tanggal 15 Desember 2025  Balai Besar Laboratorium 

Kesehatan Masyarakat Surabaya menerima revisi DIPA 11, 

karena adanya  revisi POK, penyesuaian hal III DIPA 

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya melakukan 

transfer keluar sebesar Rp423.088.182 berupa kendaraan dinas mobil 

Fortuner dengan nomor polisi L 1540 VP kepada Balai Besar 

Laboratorium Biologi Kesehatan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer 

dan Komunitas Kemenkes RI sesuai dengan BAST Nomor 

KN.01.08/B.X.I/627/2025 tanggal 6 Februari 2025. 
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Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya menerima 

transfer masuk sebesar Rp2.985.722.089 terdiri dari transfer masuk 

berupa persediaan sebesar Rp2.890.227.089 dan berupa peralatan dan 

mesin sebesar Rp95.495.000. Rincian transfer masuk adalah sebagai 

berikut: 

1. Transfer masuk dari Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan 

Farmasi Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan 

Kemenkes RI berupa barang persediaan sebesar Rp510.250.000 

sesuai dengan BAST Nomor:   KN.01.06/E.IV/1260/2025 tanggal 2 

Juni 2025 

2. Transfer masuk dari Direktorat Pengelolaan Imunisasi Direktorat 

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI 

berupa barang persediaan sebesar Rp266.531.547 sesuai dengan 

BAST Nomor:  KN.02.07/C.IV/2211/2025 tanggal 5 Juni 2025 

3. Transfer masuk dari Direktorat Pengelolaan Imunisasi Direktorat 

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI 

berupa barang persediaan sebesar Rp48.870.000 sesuai dengan 

BAST Nomor:  KN.02.07/C.IV/2212/2025 tanggal 5 Juni 2025 

4. Transfer masuk dari Direktorat Pengelolaan Imunisasi Direktorat 

Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI 

berupa barang persediaan sebesar Rp281.120.000 sesuai dengan 

BAST Nomor:   KN.02.07/C.IV/2213/2025 tanggal 5 Juni 2025 

5. Transfer masuk dari Direktorat Surveilans dan Karantina 

Kesehatan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit 

Kemenkes RI berupa barang persediaan sebesar Rp213.046.796 

sesuai dengan BAST Nomor: KN.01.08/C.V/1022.06/2025 tanggal 

1 Agustus 2025 

6. Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi Direktorat Jenderal 

Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI berupa barang 

persediaan sebesar Rp283.150.000 sesuai dengan BAST Nomor: 

KN.01.06/E.IV/5965/2025 tanggal 2 Oktober 2025. 

7. Transfer masuk dari Direktorat Surveilans dan Karantina 

Kesehatan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit 

Kemenkes RI berupa barang persediaan sebesar 

Rp1.195.621.512 sesuai dengan BAST Nomor: 

KN.01.08/C.V/12889.05/2025 tanggal 20 November 2025 
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8. Transfer masuk dari Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan 

Rujukan Direktorat Jenderal Keseahatan Lanjutan Kemenkes RI 

berupa peralatan dan mesin sebesar Rp95.495.000 dan barang 

persediaan sebesar Rp6.226.000 sesuai dengan BAST Nomor: 

KN.01/D.VI/3628/2025 tanggal 28 November 2025 

9. Transfer masuk dari Direktorat Surveilans dan Karantina 

Kesehatan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit 

Kemenkes RI berupa barang persediaan sebesar Rp85.411.234 

sesuai BAST Nomor: KN.01.08/C.V/14206.16/2025 tanggal 23 

Desember 2025. 

Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran 

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Kementerian Kesehatan, Direktorat 

Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Satker Balai Besar Laboratorium 

Kesehatan Masyarakat Surabaya (690783) terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas 

Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional IV yaitu Memperkuat Pembangunan 

Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi 

Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan 

Penyandang Disabilitas dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. 

Pelaksanaannya melalui 1 program prioritas dan 6 kegiatan prioritas dengan pagu 

mencapai Rp13.194.806.000 dan realisasi sebesar Rp12.431.869.926 atau 

mencapai 94,22 %. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian 

Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut: 
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